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nggaran transfer 
ke daerah dan da
na desa (TKDD) 
dari tahun ke ta
hun terus menga
lami peningkat
an.Angkanyame

ningkat signifikan dari Rp33,1 
triliun pada 2000 menjadi 
Rp770,4 triliundi tahunini. 

Hal ini terjadi karen a alokasi 
dana transfer ke daerah dan da
na desa diyakini bisa memper
cepat pembangunan prioritas 
yang berada di daerah, terma
suk desa .. Sejatinya TKDD di
arahkan untuk mendukung 
perbaikan kualitas layanan da
sar publik di daerah, akselerasi 
daya saing, dan mendorong be
lanja produktif yang dapat me
ningkatkan aset daerah. Mela
lui perbaikan layanan (delivery 
services), bukan hanya pertum
buhan ekonomi bisa mening
kat, tetapi transformasi ekono-

mi juga bisa terwujud. 
Transfer ke daerah adalah 

bagian dari mekanisme penge
lolaap fiskal nasional sebagai 
konsekuensi kebijakan desen
tralisasi fiskal sekaligus agar 
peningkatan kualitas belanja 
bisa lebih baik. TKDD ini berisi 
Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (OAK), 
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 
dan Sumber Daya Alam, serta 
dana desa dan dana kekhusu
san .. Jumlah dana yang terus 
meningkat ini menunjukkan 
besarnya komitmen pemerin
tah pusat dalam mendorong 
daerah untuk mengambil ini
siatif pembangunan di wilayah
nya. Tujuannyaagar lebihsesuai 
dengan keinginan masyarakat 
daerah tanpa harus keluar dari 
kepentingan prioritas nasional. 
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Akan tetapi fakta menun
jukkan bahwa kondisi yang di
harapkan bel urn terwujud de
ngan baik. Ketimpangan fiskal 
ant~rwilayah baik horizontal 
maupun vertikal masih lebar, 
kemiskinan masih bersikutatdi 
wilayah-wilayah yang selama 
ini menjadi basis kemiskinan, 
begitu juga dengan pengang
guran dan pusat-pusatpertum
buhan, hampir tidak berubah 
selama hampir dua dekade. 

Berdasarkan temuan terse
but, pemerintah melihat perlu 
ada perubahan dalam pengelo
laan fiskal ini melalui UU HKPD 
(Hubungan Keuangan Pusat 

dan Daerah) yang diharapkan 
mampu mewujudkan pengelo
laan lebih baik, belanja lebih 
baik serta pengelolaan pegawai 
daerah/pusatyanglebih baik. 

UUHKPDdan 
Transfromasi Ekonomi 

Selama ini tingginya keter
gantungan daerah terhadap 
dana TKDD tak lain akibat 
masih terbelenggunya daerah 
pada tingginya alokasi belanja 
pegawai.. Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan 
(DJPK) Kementerian Keuang
an mencatat bahwa rata-rata 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
yang disedot dari APBN untuk 
belanja pegawai di lingkungan 
pemerintahdaerahdiatas 50%, 
bahkan ada beberapa kasus di 
atas 75%. Akibatnya belanja 
pembangunan infrastruktur 
untuk layanan publik masih 
sangat rendah, yakni rata-rata 
11,5%. Padahal infrastruktur 
merupakahsalahsatuprasyarat 

Lemahnya belanja infras
truktur ini sebagai investasi pu
blik (public investment) mem
buat daerah tidak memiliki ba
nyakpilihan.Altematifnya,per
tama, melakukan efisiensi be
sar-besaran, terutama pada be
lanja pegawai, dan ini menjadi 
butir penting pada UU HKPD 
yang menyebutkan belanja pe
gawaitidakbolehlebihda{i30% 

dengan masa transisi selama 
tigatahun. 

Kedua, pemerintah daerah 
membuka diri dengan melaku
kan pinjaman daerah, apakah 
melalui PT SMI sebagai special 
mission vehicle Kemenkeu atau 
melalui municipal bond (obligasi 
daerah). 

Kedua pilihan di atas tentu 
akan membawa konsekuensi 
atau prasyaratyangharus dimi
liki oleh daerah sepertiketerbu
kaan pengelolaan, perbaikan 
tatakelolaorganisasi, termasuk 
kualitas SDM pada birokrasike
uangan daerah. Tentu ini akan 

membawa perubahan yang 
sangat radikal dalam penge
lolaan pemerintah daerah. 

Tentu saja perubahan ini 
membutuhkan kekuatan ke
pemimpinan daerah (leadership) 
yang sangat kuat untuk me
wujudkan ini semua. Kepemin
pinan yang berkomitmen dan 
terus · memberikan contoh
contoh yang baik akan menjadi 
nakhodaperubahandaniniakan 
ditiru serta diikuti oleh seluruh 
awakyangadadalambirokrasi. 

Kunci Keberhasilan 
Pembangunan Daerah 

untuk ekonomi menuju trans- •••••• 
formasi.. 

Daerah 
adalah wilayah 
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otonom yang 
dilindungi 
oleh UU. Wa
laupun begitu 
daerah adalah 
bagian inte
gral dari pem
bangunan na
sional. Sebagai 
daerah oto
nom, daerah 
memiliki ke
wenangandan 
tanggung ja
wab menyedi
akan kepen
tingan masya
rakat baik ba
rang maupun 
jasa berdasar
kan prinsip ke
terbukaan, 

partisipasi masyarakatsert..~ p2r
tanggungjawaban kepada ne
gara dan masyarakat. Dengan 
demikian birokrasi sebagai ins
trumen penyelenggara layanan 
harus efektifdanefisiensiagar la
yanancepatdirasakandandinik
mati oleh masyarakat dengan 
murahdan cepat. 

Kini, setelah adanya pande
rni, pemerintah berharap bukan 
hanya pemulihan yang terjadi, 
tetapi perlu pula upaya adanya 
transformasi perekonmian yang 
sangat kita butuhkan untuk 
menujuindonesiaEmas 2045. 

Perbaikan infrastruktur 
yang hampir satu dekade dila
kukan oleh pemerintah, mem
perbaiki konektivitas serta bi
aya logisktik, perlu terus di
sempurnakan. Hal ini kita 
lakukan untuk mendorong 
nmnculnya pusat-pusat per
tumbuhan ekonomi baru dan 
lokasi-lokasi industri baru. 
Bahkan, untuk sektor pariwi
sata, pemerintah telah mene
tapkan beberapa destinasi 
wisata nasional yang baru, bu
kan hanya Bali. ~emangat ini 
perlu terus diupayakan, ter
utama pada sektor industri, 
mengingat efeknya pada pen
ciptaan lapangan kerja, per
tumbuhan ekonomi serta ke
giatan ekspor impornasional. 

Selain itu transformasi ini 
juga membutuhkan SDM yang 
lebih baik. Ini sekaligus peker
jaan rumah perguruan tinggi 

(PT) di Indonesia dalam me
nyediakan SDM yang dibutuh
kan. Bagaimana PT mampu 
menciptakan manusia pem
belajar (learning society) me
ngingat perkembangan sektor 
kerja (jenis pekerjaan) sangat 
beragam dan cepat. Bersandar 
hanya pada kurikulum saja 
sangatlah tida,k bijak mengi
ngat perubahan di lapangan 
kerja san gat cepat, semen tara 
kurikulum san gat lamb an be
rubah karena aturan-aturan 
yangmengikatnya juga. 

Upaya terobosan untukme
lahirkan penyelenggara nega
ra, termasuk di pemerintahan 
dan di perguruan tinggi, men
jadi kunci dalam mengejar 
transformasi ekonomi dan 
pembangunan. 

Kebijakanfiskal(TKDD)se
bagai instrumen perubahan 
akan menjadi kunci walaupun 
gambaran besar yang ada di 
balik UU HKPDperludipahami 
semua penyelenggara negara 
agar perubahan bisa dilakukan 
oleh setiap agen perubahan 
(pemimpin) di seluruh ting
katan pemerintahan (terma
suk desa), bahkan juga di per
guruan tinggi. Keseluruhan 
perubahan ini akan menjadi 
motor (vehicle) untuk kece
patan menuju perubahan. 
Artinya kita semua bertang
gung jawab atas perubahan 
yang kita inginkan. Mari kit<J 
wujudkan, semangat! C / 


